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ABSTRAK 

AKIBAT HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN 
PEMBUNUHAN PELAKU PEMBEGALAN ATAS UPAYA PEMBELAAN 

DIRI 
 
 

Oleh: 
M. AQSHAL FAJRI 

 
Masyarakat memerlukan kebutuhan ekonomi yang tinggi untuk 

memenuhi kelangsungan hidup yang beraneka ragam seiring dengan kemajuan 
teknologi dan perkembangan zaman, sering kali manusia menghalalkan segala 
cara tanpa melihat norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini 
dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup di 
masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang marak terjadi ialah 
kejahatan pembegalan (pencurian dengan kekerasan) yang dapat kita jumpai di 
televisi, koran, dan sosial media sehingga timbul ketidaknyamanan dan 
ketidakadilan terhadap lingkungan sekitar. Seperti dalam keterangan tersebut 
terdapat kasus adanya pembelaan diri secara darurat terhadap diri sendiri atau 
orang lain untuk melindungi harta orang lain dan mempertahankan hak 
miliknya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengetahui perbuatan 
pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat dan 
Mengetahui akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan 
pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, jenis penelitian yang dilakukan 
adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan 
menggambarkan pembuktian dan akibat hukum terhadap korban yang 
melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, 
sehingga tidak menguji hipotesa. 

Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dalam kondisi terancam 
sehingga melakukan pembelaan diri secara darurat, sesuai dengan ketentuan 
pasal 49 kitab undang-undang hukum pidana, korban tindak pidana pembegalan 
yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku begal itu tidak dapat dipidana, 
dikarenakan korban dapat melakukan pembelaan darurat sehingga 
mendapatkan alasan untuk penghapusan pidana yang mana dapat memperingan 
hukuman atau tidak terkena hukuman. Tetapi untuk melakukan pembelaan 
darurat tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu:, a. adanya 
perbuatan, b. adanya sifat melawan hukum,  c. kemampuan untuk bertanggung 
jawab, d. diancam pidana atau hukuman pidana. 

 
Kata kunci : Pembelaan Darurat, Korban, Pembegalan, Pembunuhan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat memerlukan kebutuhan ekonomi yang tinggi untuk 

memenuhi kelangsungan hidup yang beraneka ragam seiring dengan kemajuan 

teknologi dan perkembangan zaman, sering kali manusia menghalalkan segala 

cara tanpa melihat norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini 

dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup di 

masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang marak terjadi ialah 

kejahatan pembegalan (pencurian dengan kekerasan) yang dapat kita jumpai di 

televisi, koran, dan sosial media sehingga timbul ketidaknyamanan dan 

ketidakadilan terhadap lingkungan sekitar. 

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula 
bentuk-bentuk dari pencurian, salah satu contohnya ialah tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah 
perbuatan mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan fisik 
menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang cukup besar yang ditujukan 
kepada orang sebagai objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut tidak 
berdaya1. Seperti dalam keterangan di atas terdapat kasus adanya pembelaan 
diri secara darurat terhadap diri sendiri atau orang lain untuk melindungi harta 
orang lain dan mempertahankan hak miliknya. Hal seperti ini dapat dicontohkan 
dalam sebuah kasus pembegalan. Awalnya korban dan kekasihnya berpacaran 
di lokasi kejadian pada pukul 19.00 WIB. Mereka dihadang empat orang yang 
memaksa menyerahkan handphone dan sepeda motor. Kunci yang menancap di 
sepeda motor berusaha diambil paksa oleh pelaku, tetap berusaha dipertahankan 
korban pun mencabut kunci sepeda motor sambal memutar ke kiri dengan 
tujuan membuka jok. Antara korban dan pelaku pun terlibat adu mulut, hingga 
muncul ancaman dari pelaku yang akan menggilir atau memperkosa pacarnya 
begitu mendapat kesempatan korban mengambil pisau dari jok sepeda motor 

                                                
1 Soerjono Soekanto, Et Al, 2016, Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi, 

Aksara, Jakarta, hlm. 20. 
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dan langsung menusukkan salah satu pelaku hingga meninggal dunia. Pisau 
tersebut memang sengaja dibawa pelaku di dalam jok untuk kepentingan 
praktek di sekolah. Kasus tersebut terungkap setelah ditemukannya sesosok 
mayat seseorang yang diduga pencari burung2.  

 
Dalam kasus tersebut korban yang berniat melindungi kekasihnya malah 

dapat ancaman hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Pelaku 
pembunuh begal tersebut kemudian dituntut jaksa dengan pasal 340 KUHP 
tentang pembunuhan berencana subsider pasal 338 KUHP tentang 
penganiayaan mengakibatkan kematian, serta Undang-Undang Darurat terkait 
dengan membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman 3,5 tahun hingga 10 
tahun penjara. Dalam sidang terkait kasus yang menimpa korban pembegalan 
tersebut, terbukti bahwa terdakwa pembunuh begal melanggar pasal 351 ayat 
(3) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) penganiayaan yang 
mengakibatkan kematian. Kemudian  hakim memutuskan untuk menjatuhkan 
hukuman pidana pembinaan dalam Lembaga selama satu tahun  di Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)3. 

 
Di dalam buku Viktimologi menurut Arief Gosita korban kejahatan 

adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain 
yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Di mana 
jasmaniah memiliki arti yang sama dengan kerugian fisik, kerugian harta benda, 
dan mengakibatkan mati. Rohaniah memiliki arti penderitaan mental dapat 
melakukan pembelaan diri atau melakukan pembelaan darurat (noodweer)4. 

  
Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu 
pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berprikemanusiaan. Dalam 
tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran bahwa nyawa seseorang yang 
tidak dapat diganti dengan apapun. Serta perampasan itu sangat bertentangan 
dengan undang-undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup 
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila melihat ke 
dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dapat kita ketahui bahwa 
pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan 
pidana kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II ke-

                                                
2 Ahda Bayhaqi. Merdeka.Com: Terancam Penjara Seumur Hidup, Pelajar Pembunuh 

Begal Tak Ditahan, https://www.merdeka.com/peristiwa/terancam-penjara-seumur-hidup-
pelajar-pembunuh-begal-tak-ditahan.html. Diakses Pada 27 Februari 2020. 

 
3 Vicky Febrianto. Antaranews.Com: Pelajar Bunuh Begal Demi Lindungi Pacar 

Didakwa Seumur Hidup, Benarkah?. https://www.antaranews.com/berita/1262919/pelajar-
bunuh-begal-demi-lindungi-pacar-didakwa-seumur-hidup-benarkah. Diakses Pada 8 Maret 
2020. 

 
4 Mahrus Ali, 2021, Viktimologi, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 30. 
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XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai pasal 
3505. 

 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pembegalan adalah proses, cara, 

atau perbuatan yang berupa perampasan atau perampokan dijalan raya6. 

Pembegalan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh satu atau lebih pelaku dengan cara merampas barang-barang 
miliki korban yang terjadi pada siang atau malam hari dengan menggunakan 
senjata tajam (parang, golok,  celurit, kapak, dan badik), senjata api (pistol, dan 
senjata api rakitan), dan senjata tumpul (kayu, besi, dan bahan logam) sehingga 
dapat melukai korban7.  

 
Pada kenyataannya tidak semua korban hanya diam saja pada saat 

dirampas barang-barangnya. Ada beberapa korban yang melakukan perlawanan 

untuk membela diri agar barangnya tidak dirampas. Demi keselamatannya 

korban tidak segan-segan untuk melakukan serangan balik terhadap pelaku 

pembegalan sehingga pelaku pembegalan bisa saja mengalami luka-luka 

sampai kematian akibat perlawanan atas pembelaan diri dari korban. Dengan 

demikian tindakan pembelaan diri secara hukum harus dibedakan dengan 

tindakan main hakim sendiri. 

Di dalam teori hukum pidana dikenal yang namanya pembelaan diri yaitu  
hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap manusia untuk 
memelihara keselamatan hidup baik jiwa, harta, benda maupun kehormatannya 
dan itu dibenarkan oleh kitab undang-undangan hukum pidana (KUHP) sebagai 
salah satu alasan pembenar tindakan pembelaan diri atau self defense atau dalam 

                                                
5 P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2010, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan 

Kesehatan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Bogor, hlm. 11. 
 
6 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Diakses Tanggal 8 Juni 2021: Melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembegalan  
 
7 Soesilo, 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- 

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 227. 
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Bahasa Belandanya disebut dengan nodweer tertuang dalam pasal 49 KUHP 
yang berbunyi sebagai berikut:8 

 
Ayat (1) Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, 
karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat 
itu yang melawan hukum. 
 

Ayat (2) Pembelaan darurat yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau 
ancaman serangan itu, tidak dipidana. 
 

Menurut dari pasal yang disebutkan di atas orang yang melakukan 
pembelaan diri tidak dapat dihukum. Di dalamnya juga dijelaskan alasan 
penghapusan pidana, yaitu karena perbuatan pembelaan diri darurat bukan 
didasari oleh tindakan melawan hukum. Dalam melakukan pembelaan diri yang 
darurat harus mempunyai beberapa syarat menurut R. Soesilo dalam buku 
“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap 
pasal demi pasal”, yaitu:9  

 
Ayat (1) Perbuatan yang dilakukan itu harus darurat dilakukan untuk 
mempertahankan (membela). 
 

Ayat (2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap 
kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal yaitu badan, 
kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain. 
 

Ayat (3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan 
sekonyong-koyong atau pada saat itu juga. 
 
Pembuktian seseorang yang melakukan pembelaan diri hanya dapat 

dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan dalam 

pemeriksaan di pengadilan harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan di 

tempat kejadian perkara (TKP), kemudian mendengarkan keterangan dari saksi-

saksi, sehingga hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap 

                                                
8 Teguh Prasetyo, 2018, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 

hlm. 128 
 

9 Soesilo, Op.Cit., hlm. 65-66. 
  



   

 

 
 

5 

pelaku pembelaan diri di mana pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau 

alasan penghapusan pidana. 

Berdasarkan dari pemaparan dari latar belakang tersebut, maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: PEMBUKTIAN DAN AKIBAT 

HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN 

PELAKU PEMBEGALAN ATAS UPAYA PEMBELAAN DIRI  

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan 

diri secara darurat? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan 

pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri? 

 
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

dengan menitikberatkan perhatian pada upaya perlindungan hukum terhadap 

korban pembegalan yang melakukan pembelaan diri sehingga menyebabkan 

kematian pelaku. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan 

diri secara darurat 

2. Mengetahui akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan 

pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri 
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D. Kerangka Konseptual 

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah yang 

terkait dengan permasalahan, antara lain. 

1. Akibat hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum atau manusia atau 

badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut 

dapat dianggap sebagai kehendak yang melakukan hukum10. 

2. Korban kejahatan adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah 

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi 

pihak yang dirugikan11. 

3. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap 

perbuatan yang sangat tidak berprikemanusiaan12. 

4. Pembegalan adalah proses, cara, atau perbuatan yang berupa perampasan 

atau perampokan dijalan raya 13. 

                                                
10 Yusnaril Ali, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55. 
 
11 Mahrus Ali, Loc. Cit, hlm. 30. 

 
12 P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Loc. Cit, hlm. 11 
 
13 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahas, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Pembegalan, Diakses Tanggal 8 Juni 2021  
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5. Pembelaan diri adalah Hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang 

kepada setiap manusia untuk memelihara keselamatan hidup baik jiwa, 

harta, benda maupun kehormatannya14. 

6. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan mencuri 

sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan fisik menggunakan 

tenaga atau kekuatan fisik yang cukup besar yang ditujukan kepada orang 

sebagai objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya15. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah 

jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan pembuktian dan akibat hukum terhadap korban yang 

melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, 

sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Jenis Data 

Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian 

kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan ke 

dalam:16 

                                                
14 Teguh Prasetyo, Loc.Cit, hlm. 128 
 

15 Soerjono Soekanto, Et Al, Loc. Cit, hlm. 20. 
 

16 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI 
Press), Jakarta, hlm. 52 
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(1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di 

mana data tersebut terdiri dari a). Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, b). Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), c). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), d). Undang-Undang Kehakiman, e). Undang-Undang 

Peradilan Umum 

(2) Bahan hukum sekunder yaitu seperti buku-buku hukum, karya 

ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari 

kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan 

objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya. 

(3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang umum dan kamus 

hukum sepanjang memuat informasi yang relevan. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengkajian terhadap 

data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang 

undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian 

makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan 

hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa inggris, 

ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian 

ini. 
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4. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode 

analisis terhadap data tekstual dan metode kuantitatif terhadap data 

lapangan. Untuk selanjutnya dijadikan dalam suatu kesimpulan. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan: Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka: Pada bab ini disajikan tentang tinjauan umum 

tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang pembegalan, tinjauan 

umum tentang korban kejahatan, tinjauan umum tentang pembunuhan dan 

tinjauan umum tentang pembelaan darurat. 

BAB III Pembahasan: Pada bab ini membahas mengenai perbuatan 

pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat dan 

akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku 

pembegalan atas upaya pembelaan diri 

BAB IV Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang penelitian 

ini. 
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